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This article aims to analyze the training and development needs of village 

officials in the Alasa Talumuzoi Sub-district to improve the quality of public 

services. This study used descriptive qualitative research methods to gather 

information from twelve village officials through semi-structured interviews. 

The results show significant variations in the knowledge and skills of village 

officials, with a primary focus on administrative skills, technology use, and 

communication improvement needs. Constraints identified included limited 

resources, limited access to technology, complex bureaucracy, social 

inequality, and low community participation and legal understanding. The 

training covers diverse aspects such as administrative management, law, 

finance, community development, and technology use. The implication is the 

need for training programs tailored to local conditions, improved access to 

technology, understanding of good governance, effective communication with 

communities, continuous evaluation, and community involvement in the 

development process. This study has limitations in accessing specific data and 

measuring the long-term impact of training and potential bias from respondents. 

However, the conclusions underscore the need for a holistic approach to 

improving village public services. 
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ABSTRAK 
Artikel ini bertujuan untuk menganalisis kebutuhan pelatihan dan pengembangan perangkat desa di Kecamatan 

Alasa Talumuzoi guna meningkatkan kualitas pelayanan publik. Dengan menggunakan metode penelitian 

deskriptif kualitatif, penelitian ini menggali informasi dari dua belas perangkat desa melalui wawancara semi 

terstruktur. Hasilnya menunjukkan bahwa terdapat variasi signifikan dalam pengetahuan dan keterampilan 

perangkat desa, dengan fokus utama pada keterampilan administratif, penggunaan teknologi, dan kebutuhan 

peningkatan komunikasi. Kendala yang diidentifikasi meliputi keterbatasan sumber daya, akses terbatas ke 

teknologi, birokrasi yang kompleks, ketidaksetaraan sosial, serta rendahnya partisipasi dan pemahaman hukum 

masyarakat. Pelatihan yang diperlukan mencakup beragam aspek seperti manajemen administrasi, hukum, 

keuangan, pengembangan masyarakat, dan penggunaan teknologi. Implikasinya adalah perlunya program 

pelatihan yang disesuaikan dengan kebutuhan lokal, peningkatan akses teknologi, pemahaman tata kelola yang 

baik, komunikasi efektif dengan masyarakat, evaluasi berkelanjutan, serta keterlibatan masyarakat dalam proses 

pembangunan. Penelitian ini memiliki keterbatasan dalam mengakses data spesifik dan mengukur dampak jangka 

panjang pelatihan, serta potensi bias dari responden. Namun, kesimpulannya menggarisbawahi kebutuhan 

pendekatan holistik dalam peningkatan pelayanan publik di desa. 

Kata kunci: birokrasi desa, keterampilan administratif dan teknologi, keterlibatan masyarakat, pelatihan 

perangkat desa, pelayanan publik 

 

 

PENDAHULUAN 

Dalam era globalisasi dan kemajuan teknologi yang pesat, tuntutan terhadap efisiensi dan 

kualitas pelayanan publik menjadi semakin tinggi. Hal ini tidak terkecuali bagi desa-desa di berbagai 

wilayah, di mana pelayanan publik yang berkualitas menjadi salah satu kunci penting dalam 
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pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Namun, realitas yang ada menunjukkan bahwa banyak 

desa masih menghadapi sejumlah tantangan signifikan dalam memberikan pelayanan yang efektif dan 

efisien kepada masyarakatnya.Salah satu faktor utama yang mempengaruhi kualitas pelayanan publik 

di tingkat desa adalah kapasitas dan kompetensi perangkat desa itu sendiri. Keterbatasan pengetahuan 

dan keterampilan yang dimiliki oleh perangkat desa seringkali menjadi penghambat dalam 

implementasi kebijakan dan pelayanan yang optimal. Selain itu, kendala seperti kurangnya akses 

terhadap sumber daya, baik sumber daya manusia maupun finansial, juga turut berperan dalam 

membatasi kemampuan desa dalam mengelola dan menyediakan layanan publik yang memadai. 

Pelatihan adalah proses belajar yang bertujuan untuk meningkatkan keterampilan atau 

kompetensi spesifik yang diperlukan untuk pekerjaan tertentu (Dessler, 2020). Merupakan proses 

meningkatkan pengetahuan dan keterampilan karyawan (Handoko, 2017). Pelatihan biasanya lebih 

fokus pada pengembangan keterampilan teknis dan pengetahuan yang berkaitan langsung dengan tugas-

tugas spesifik atau pekerjaan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam 

melakukan tugas-tugas tertentu. Sedangkan pengembangan, di sisi lain, merujuk pada proses belajar 

yang lebih luas dan jangka panjang, yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan umum dan 

pengetahuan karyawan. Ini termasuk pengembangan keterampilan kepemimpinan, manajemen, dan 

keterampilan interpersonal, yang tidak hanya berguna untuk pekerjaan saat ini tetapi juga untuk peran 

di masa depan (Werner & DeSimone, 2012). Pengembangan lebih berorientasi pada pertumbuhan 

pribadi dan profesional secara menyeluruh (Lase, 2023; Waruwu et al., 2023).  

Analisis kebutuhan pelatihan dan pengembangan perangkat desa dalam meningkatkan 

pelayanan publik adalah langkah penting untuk meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat. 

Berbagai studi telah memberikan wawasan mendalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi 

efektivitas perangkat desa dalam konteks ini. 

Hasil penelitian Saidi & Habibi (2022) yang dilakukan di Kantor Desa Kerta Buana menyoroti 

pentingnya motivasi dan pelatihan dari kepala desa dalam meningkatkan pendidikan dan pengetahuan 

perangkat desa. Sementara itu, Wijayanti & Taufik (2022) membahas peran penting dana desa dalam 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menunjukkan keterkaitan langsung antara pengelolaan dana 

dan kualitas layanan publik. Prabawati et al. (2023) menggarisbawahi pentingnya pengembangan 

manajemen data dan informasi di tingkat desa, menekankan peran teknologi informasi dalam 

memperkuat pelayanan publik. Oldy Arnoldy et al. (2021) memfokuskan pada motivasi pelayanan 

publik sebagai kunci untuk pembangunan desa, menyoroti bagaimana faktor internal dapat 

mempengaruhi penyampaian layanan. Dari perspektif hukum dan transparansi, Wicaksana et al. (2019) 

menekankan perlunya pelatihan dalam aspek-aspek ini untuk meningkatkan kualitas forum desa dan 

pengambilan keputusan. Ardiansyah et al. (2022) menunjukkan bagaimana pelatihan dan 

pengembangan berbasis teknologi, terutama melalui Sistem Informasi Desa (SID), dapat mempercepat 

penyediaan layanan desa.  

Rasaili (2022) menyoroti pentingnya pelatihan dalam meningkatkan kompetensi perangkat 

desa, khususnya dalam manajemen keuangan desa. Siswanto et al. (2023) menekankan pentingnya 

kepemimpinan inovatif dan komitmen kepala desa dalam penyediaan layanan publik. Perlunya 

pelatihan khusus untuk memperbarui data sarana dan prasarana desa juga diungkapkan oleh Putra et al. 

(2023), sementara (Suharso et al., 2022) menyoroti pentingnya pelatihan dalam menggunakan sistem 

manajemen administrasi desa secara efektif. 

Literatur-literatur di atas, menggarisbawahi pentingnya pelatihan dan pengembangan yang 

efektif bagi perangkat desa. Melalui pendekatan yang komprehensif, yang mencakup aspek hukum, 

teknologi, kepemimpinan, dan administrasi, perangkat desa dapat lebih efektif dalam memberikan 

layanan publik yang berkualitas tinggi, yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat di daerah pedesaan. 

Mengingat pentingnya peran perangkat desa dalam sistem pelayanan publik, terdapat kebutuhan 

mendesak untuk melakukan analisis mendalam mengenai kebutuhan pelatihan dan pengembangan bagi 

mereka. Tujuan dari analisis ini adalah untuk mengidentifikasi kekurangan-kekurangan yang ada dan 

merancang program pelatihan yang dapat meningkatkan kapasitas serta keterampilan perangkat desa 

dalam mengelola dan menyediakan layanan publik. Dengan demikian, dapat diharapkan peningkatan 

kualitas pelayanan publik di tingkat desa, yang pada akhirnya berkontribusi terhadap peningkatan 

kesejahteraan dan pembangunan masyarakat desa secara keseluruhan. 
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METODE 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Menurut Moleong (2017), 

penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang 

dialami oleh subjek penelitian. Pertimbangan untuk memilih pendekatan kualitatif adalah di antaranya 

penelitian hendak menyelami kedalaman kompleksitas dan proses; variabel terkait belum teridentifikasi 

(Marshall & Rossman, 2015, p. 46). Sumber data dan informan (partisipan) terdiri dari perangkat desa 

se-Kecamatan Alasa Talumuzoi berjumlah dua belas orang, ditetapkan dengan menggunakan teknik 

purpose sampling, yakni didasarkan atas kompetensi dan bukan atas dasar keterwakilan (Bernard, 

2017). Data dijaring dengan menggunakan teknik wawancara semi terstruktur (Bernard, 2017). Analisis 

data dilakukan dengan interactive model yang dikembangkan oleh (Miles et al., 2014).  

 

HASIL DAN DISKUSI 

a. Profil Pengetahuan dan Keterampilan Perangkat Desa se-Kecamatan Alasa Talumuzoi 

Berdasarkan wawancara dengan beberapa responden di desa-desa yang berbeda, terdapat 

beragam pandangan mengenai profil pengetahuan dan keterampilan perangkat desa dalam 

melaksanakan tugas-tugas mereka untuk meningkatkan pelayanan publik. Berikut ini adalah 

ringkasan dari wawancara dengan responden, yakni: 

 

[#R1: N. H, Sekretaris Desa Laehuwa], menekankan pentingnya pengetahuan 

hukum dan peraturan serta keterampilan administrasi, termasuk pengelolaan 

dokumen dan komunikasi dengan warga. [#R2: Y. Zebua – Desa Hilimbowo Kare] 

berfokus pada keterampilan administrasi dan pemanfaatan teknologi dalam 

pekerjaannya. Di sisi lain, [#R3: DM Zebua, warga Desa Laehuwa], mengkritik 

perangkat desa karena terlalu fokus pada administrasi dan kurang proaktif dalam 

memahami serta menangani kebutuhan warga. [#R4: S. Zebua – Desa Banua 

Sibohou III] menyatakan relevansi keterampilan operasional komputer dengan 

pekerjaannya. [#R5: A. K. Hulu, Kepala Desa Harefanaese], menekankan perlunya 

perangkat desa memiliki keterampilan dalam memberikan pelayanan kepada 

masyarakat. 

[#R6: J Zalukhu, Kaur Perencanaan di Desa Mazingo], menyatakan bahwa 

pengetahuan dan keterampilan perangkat desa di Mazingo sejalan dengan 

pendidikan mereka dan kemajuan teknologi. [#R5] memuji profesionalisme 

perangkat desa di Kecamatan Alasa Talumuzoi dalam administrasi desa dan 

pelayanan publik. Namun, [#R7: DM Mendrofa, warga Desa Laehuwa] 

menganggap tidak semua perangkat desa di desanya profesional, dengan pelayanan 

publik yang seringkali kurang memuaskan. [#R8: AD Zebua dari Desa Hilimbowo 

Kare] menilai sebagian besar perangkat desa di desanya sebagai profesional dalam 

memberikan pelayanan publik. [#R9: H Zebua, warga Desa Banua Sibohou III], 

berpendapat bahwa sebagian perangkat desa memiliki profesionalisme yang baik, 

namun ada yang kurang efisien dan membutuhkan pelatihan tambahan. [#R10: F. 

Zebua dari Desa Hilina’a] mengkritik kurangnya profesionalisme perangkat desa, 

terutama dalam kedisiplinan waktu dan prioritas terhadap kepentingan pribadi. 

[#R11: V. Zalukhu, warga Desa Mazingo], menganggap perangkat desa terlalu 

fokus pada administrasi dan kurang terlibat dalam kegiatan sosial dan adat, 

membuat warga merasa diabaikan. 

 

Berdasarkan ringkasan hasil wawancara dengan berbagai responden di beberapa desa di 

atas, dapat disimpulkan bahwa profil pengetahuan dan keterampilan perangkat desa dalam 

melaksanakan tugas-tugas untuk meningkatkan pelayanan publik bervariasi antar individu dan desa. 

Kesimpulan utama dari wawancara tersebut adalah: 

1. Penekanan pada keterampilan administratif dan pengetahuan hukum 

Banyak perangkat desa, khususnya mereka yang berperan sebagai sekretaris desa, menekankan 

pentingnya memiliki pengetahuan yang kuat tentang hukum dan peraturan desa, serta 
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keterampilan administratif yang baik, termasuk pengelolaan dokumen, anggaran, dan laporan 

keuangan. 

2. Pemanfaatan teknologi 

Beberapa responden menyatakan bahwa mereka menggunakan teknologi, seperti komputer, 

dalam tugas-tugas administrasi, menunjukkan kesadaran akan pentingnya mengikuti kemajuan 

teknologi. 

3. Kebutuhan peningkatan komunikasi dengan warga 

Terdapat kritik dari warga terhadap perangkat desa yang dianggap kurang efektif dalam 

berkomunikasi dan memahami kebutuhan masyarakat. Ini menunjukkan perlunya peningkatan 

keterampilan komunikasi dan pendekatan yang lebih berorientasi pada warga. 

4. Varian dalam profesionalisme 

Ada perbedaan pendapat mengenai tingkat profesionalisme perangkat desa. Beberapa warga 

memandang perangkat desa mereka sebagai profesional dan mampu dalam melaksanakan 

tugas, sementara yang lain merasa ada kekurangan dalam aspek ini. 

5. Keterlibatan dalam kehidupan sosial dan adat 

Beberapa warga merasa bahwa perangkat desa kurang terlibat dalam kegiatan sosial dan adat 

di desa, yang mengindikasikan perlunya perangkat desa untuk lebih aktif berpartisipasi dalam 

berbagai aspek kehidupan desa, bukan hanya tugas administratif. 

6. Perluasan pelatihan dan pengembangan 

Terdapat saran dari beberapa warga bahwa perangkat desa memerlukan pelatihan tambahan 

untuk meningkatkan kinerja mereka, terutama dalam aspek kedisiplinan, efisiensi, dan 

pelayanan kepada masyarakat. 

Dari kesimpulan di atas, terlihat bahwa meskipun ada upaya yang dilakukan oleh perangkat 

desa dalam peningkatan pelayanan publik melalui keterampilan administratif dan pengetahuan 

hukum, masih terdapat ruang untuk peningkatan, khususnya dalam aspek komunikasi, keterlibatan 

sosial, dan pemahaman kebutuhan masyarakat. Peningkatan pelatihan dan pengembangan 

keterampilan juga menjadi aspek penting yang perlu diperhatikan. 

Peningkatan kinerja aparatur desa dalam melaksanakan tugas administrasi desa dapat 

dicapai melalui pendidikan dan pelatihan, yang merupakan kunci dalam menentukan kemajuan desa 

(Atika et al., 2018; Fajarwati, 2019). Sejalan dengan itu, Taufiq et al. (2021) mengungkapkan bahwa 

komunikasi yang efektif oleh aparatur desa sangat penting dalam meningkatkan pelayanan publik 

dan kualitas layanan dasar di desa. Dalam konteks yang serupa, Zubair et al. (2020) menyoroti 

bahwa peningkatan kompetensi komunikasi publik untuk staf desa, seperti yang dilakukan di Desa 

Cikeruh, bertujuan untuk memberikan pengetahuan dasar tentang komunikasi dan penggunaan 

media komunikasi. Tujuan utama dari inisiatif ini adalah untuk meningkatkan reputasi dan citra 

pemerintahan desa. Temuan-temuan ini menunjukkan bahwa pendidikan dan pelatihan dalam 

keterampilan administratif dan hukum, bersama dengan peningkatan kompetensi komunikasi dan 

keterlibatan sosial, adalah kunci dalam upaya peningkatan pelayanan publik di desa. 

 
b. Kendala yang Dihadapi dalam Memberikan Pelayanan Publik 

Berdasarkan wawancara dengan beberapa responden, kendala yang dihadapi oleh perangkat desa 

dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas, dapat dirangkum sebagai berikut: 

 

[#R2] menyoroti berbagai kendala seperti keterbatasan sumber daya finansial dan 

tenaga kerja, keterbatasan akses ke teknologi informasi, birokrasi yang kompleks, 

ketidaksetaraan sosial dan ekonomi dalam akses pelayanan, serta kurangnya 

pemahaman tentang hukum dan peraturan yang berlaku. Beliau juga menekankan 

masalah seperti partisipasi rendah masyarakat dalam perencanaan dan 

pengambilan keputusan. [#R12: AB Zebua, Warga Desa Hilibowo Kare] 

mengungkapkan bahwa perangkat desa di desanya tidak memiliki pengetahuan 

yang cukup tentang kendala-kendala yang dihadapi dalam pelayanan publik. 

Beliau menyatakan bahwa perangkat desa sering memberikan tanggapan umum 

tanpa rincian yang jelas dan warga desa tidak memiliki informasi yang cukup 
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tentang pekerjaan perangkat desa, yang menyebabkan kurangnya tanggapan 

informatif dari warga. 

[#R1] mengidentifikasi masalah seringnya pemadaman listrik yang mengakibatkan 

keterlambatan dalam proses surat-menyurat. Hal ini berdampak pada persepsi 

negatif masyarakat yang menganggap perangkat desa sengaja mempersulit. [#R6] 

menekankan kendala seperti akses jalan yang belum merata dan kondisi jalan yang 

rusak. Beliau juga mencatat bahwa infrastruktur yang kurang memadai, seperti 

jaringan internet yang lemah, menjadi penghambat dalam memberikan layanan 

berkualitas kepada masyarakat. 

 

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa responden tentang kendala yang dihadapi 

oleh perangkat desa dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas, kesimpulan yang dapat 

dibuat adalah sebagai berikut: 

1. Keterbatasan sumber daya 

Terdapat keterbatasan sumber daya finansial dan tenaga kerja yang memengaruhi kemampuan 

perangkat desa untuk menyediakan pelayanan yang memadai. Ini termasuk keterbatasan dalam 

pelatihan dan keterampilan yang diperlukan untuk menjalankan tugas secara efektif. 

2. Akses terbatas ke teknologi informasi 

Desa-desa, khususnya yang terpencil, sering menghadapi tantangan dalam mengakses 

teknologi informasi dan komunikasi, yang dapat menghambat inovasi dan efisiensi dalam 

pelayanan publik. 

3. Birokrasi yang kompleks 

Proses perizinan yang rumit dan birokrasi yang lambat menjadi hambatan serius, 

mengakibatkan penyelesaian masalah menjadi lebih lama dan menyulitkan. 

4. Ketidaksetaraan sosial dan ekonomi 

Beberapa kelompok masyarakat mengalami kesulitan dalam mengakses pelayanan publik, yang 

dapat disebabkan oleh faktor sosial dan ekonomi. 

5. Rendahnya partisipasi masyarakat 

Kurangnya partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan dan pengambilan keputusan dapat 

menyebabkan pelayanan yang tidak sesuai dengan kebutuhan sebenarnya. 

6. Kurangnya pemahaman hukum dan peraturan 

Beberapa perangkat desa mungkin tidak memiliki pemahaman yang cukup tentang hukum dan 

peraturan yang mengatur pelayanan publik, yang dapat berakibat pada ketidakpatuhan atau 

pelanggaran. 

7. Infrastruktur fisik yang kurang memadai 

Masalah seperti pemadaman listrik dan akses jalan yang belum merata atau rusak menjadi 

kendala fisik yang signifikan dalam menyediakan pelayanan publik yang efisien. 

8. Kurangnya komunikasi dan informasi 

Terdapat gap dalam komunikasi antara perangkat desa dan masyarakat, di mana perangkat desa 

sering memberikan tanggapan umum tanpa rincian yang jelas dan warga desa merasa tidak 

memiliki informasi yang cukup tentang pekerjaan dan tanggung jawab perangkat desa. 

Dari kesimpulan ini, terlihat bahwa perangkat desa menghadapi berbagai kendala dalam 

memberikan pelayanan publik yang berkualitas, mulai dari keterbatasan sumber daya, tantangan 

infrastruktur, hingga isu-isu terkait birokrasi dan partisipasi masyarakat. Solusi yang komprehensif 

dan terkoordinasi diperlukan untuk mengatasi kendala-kendala ini. Studi dari Nugraha (2019) 

Nugraha (2019) tentang birokrasi di desa menyoroti pentingnya sumber daya manusia yang 

kompeten dan memahami sistem birokrasi. Sistem birokrasi di tingkat desa idealnya berbasis merit 

untuk meningkatkan efektivitas pelayanan publik, namun tantangan dalam mewujudkan birokrasi 

yang meritokratis sering terhambat oleh variasi dalam mekanisme pengisian jabatan perangkat desa. 

Nasution (2016) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa desa, khususnya yang terpencil, sering 

menghadapi tantangan dalam mengadopsi teknologi informasi dan komunikasi di era globalisasi. 

Kesenjangan SDM antara wilayah perkotaan dan pedesaan merupakan salah satu hambatan utama 

dalam penerapan teknologi ini. 

Terkait dengan keterbatasan sumber daya, Eryana (2018) dalam penelitiannya menemukan 

bahwa desa sering kali mengalami keterbatasan dalam pengelolaan keuangan dan sumber daya 
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manusia. Kekurangan ini terutama terlihat dalam pelatihan dan keterampilan yang dibutuhkan 

perangkat desa untuk menjalankan tugas mereka secara efektif, memengaruhi kinerja mereka dalam 

pelayanan publik. Rosidin (2019) dalam hasil penelitiannya menekankan bahwa peran aktif 

masyarakat dalam pembentukan peraturan desa yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan 

mereka adalah penting untuk memastikan kepatuhan dan pemahaman hukum yang adekuat di 

kalangan perangkat desa. 

 

c. Pelatihan yang Diperlukan oleh Perangkat Desa untuk Meningkatkan Kapasitas 

 

Dalam wawancara yang dilakukan pada tanggal 29 Agustus 2023, [#R6], 

menekankan pentingnya pelatihan dan pengembangan berkelanjutan bagi 

perangkat desa untuk menjalankan tugas mereka dengan lebih efektif. Beliau 

menyebutkan bahwa ada berbagai kebutuhan pelatihan yang esensial untuk 

meningkatkan kapasitas perangkat desa. Ini termasuk manajemen administrasi 

desa yang mencakup pengelolaan data, dokumentasi, dan pelaporan, pemahaman 

tentang hukum dan peraturan yang berlaku di tingkat desa seperti UU Desa, serta 

pelatihan dalam pengelolaan keuangan desa yang transparan dan akuntabel. Selain 

itu, [#R6] juga menyoroti pentingnya pelatihan dalam pengembangan masyarakat, 

yang mencakup cara menggerakkan masyarakat dalam pembangunan desa, 

komunikasi yang efektif, dan pengelolaan konflik. Kemampuan dalam 

menggunakan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk mengelola data 

dan administrasi desa juga dianggap penting, bersama dengan keterampilan 

komunikasi untuk berinteraksi efektif dengan masyarakat desa dan pihak terkait 

lainnya. Pelatihan dalam pengelolaan proyek juga dianggap penting untuk 

merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi proyek-proyek pembangunan desa 

dengan efisien. 

[R#6], juga menekankan pentingnya pelatihan tentang pemberdayaan perempuan 

dan pemuda, pengelolaan lingkungan, pengetahuan tentang kesehatan dan sanitasi, 

serta pelatihan dalam penanggulangan bencana. Kemampuan berbahasa, 

pemahaman etika dan kode etik, pengembangan kepemimpinan, serta pengukuran 

kinerja dan evaluasi juga dianggap sebagai area pelatihan penting untuk perangkat 

desa. Sementara itu, [#R11], seorang warga Desa Mazingo, menyatakan bahwa 

pelatihan untuk perangkat desa harus benar-benar dibutuhkan dan mendesak. 

Beliau menambahkan bahwa pelatihan harus diikuti dengan tindak lanjut yang 

memastikan perangkat desa memberikan pelayanan yang lebih baik. [#R11] 

menyebutkan bahwa di desanya, baru terlaksana tiga jenis pelatihan untuk 

perangkat desa, yaitu sistem keuangan desa, pengelolaan aset desa, dan pelatihan 

profil desa. Namun, menurut beliau pelatihan untuk perangkat desa seharusnya 

tidak terbatas pada area-area tersebut saja, mengingat kinerja perangkat desa yang 

masih perlu ditingkatkan. Kedua perspektif ini menyoroti betapa pentingnya 

pelatihan dan pengembangan bagi perangkat desa dalam meningkatkan kualitas 

layanan publik di tingkat desa. 

 

Kesimpulan dari wawancara mengenai kebutuhan pelatihan dan pengembangan perangkat 

desa di Kecamatan Alasa Talumuzoi adalah sebagai berikut: 

1. Pentingnya pelatihan berkelanjutan. Kedua narasumber menekankan pentingnya pelatihan dan 

pengembangan yang berkelanjutan bagi perangkat desa. Pelatihan ini dianggap krusial untuk 

meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam penyediaan layanan publik di tingkat desa. 

2. Area pelatihan yang dibutuhkan. Responden mengidentifikasi berbagai area pelatihan yang 

penting bagi perangkat desa, termasuk manajemen administrasi desa, pemahaman hukum dan 

peraturan, pengelolaan keuangan desa yang transparan, pengembangan masyarakat, 

penggunaan teknologi informasi dan komunikasi, keterampilan komunikasi, pengelolaan 

proyek, pemberdayaan perempuan dan pemuda, pengelolaan lingkungan, kesehatan dan 
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sanitasi, penanggulangan bencana, kemampuan berbahasa, etika dan kode etik, pengembangan 

kepemimpinan, serta pengukuran kinerja dan evaluasi. 

3. Penerapan dan efektivitas pelatihan. Responden menyoroti bahwa pelatihan yang dilaksanakan 

harus sesuai dengan kebutuhan yang paling mendesak atau urgen dan harus ada tindak lanjut 

yang efektif. Beliau mengungkapkan bahwa hanya beberapa jenis pelatihan yang telah 

terlaksana di Desa Mazingo, menunjukkan adanya kebutuhan untuk memperluas dan 

meningkatkan pelatihan bagi perangkat desa. 

4. Kinerja perangkat desa. Responden juga mengamati bahwa meskipun telah ada beberapa 

pelatihan, kinerja perangkat desa masih perlu ditingkatkan. Hal ini menunjukkan adanya 

kebutuhan untuk evaluasi yang lebih mendalam terhadap efektivitas pelatihan yang telah 

dilakukan dan identifikasi area yang memerlukan peningkatan. 

 

Temuan dari berbagai penelitian sebelumnya menekankan pentingnya pelatihan 

berkelanjutan bagi aparatur pemerintahan desa. Kapasitas pemerintahan desa, yang mencakup 

efektivitas dan efisiensi dalam menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan, 

sangat bergantung pada pelatihan berkelanjutan. Atika et al. (2018) dalam kesimpulann 

penelitiannya mengeaskan bahwa pelatihan ini penting untuk memperhatikan prinsip tata kelola 

yang baik dan mengutamakan partisipasi masyarakat. Dalam konteks area pelatihan yang 

dibutuhkan, beberapa studi, seperti oleh Wisnumurti et al. (2022) dan Praseptiawan et al. (2021), 

mengidentifikasi berbagai area penting untuk perangkat desa. Ini termasuk tata kelola keuangan 

desa, yang bertujuan memberikan pemahaman tentang alur penganggaran, perencanaan, pelaporan, 

dan pertanggungjawaban. Selain itu, pelatihan dan pendampingan juga diperlukan dalam konteks 

pengembangan desa wisata dan penggunaan sistem informasi desa dengan platform OpenSID untuk 

meningkatkan literasi digital perangkat desa. 

Efektivitas pelatihan yang dilaksanakan harus sesuai dengan kebutuhan mendesak atau 

urgen, dan harus ada tindak lanjut yang efektif, seperti yang diungkapkan dalam penelitian di Desa 

Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat oleh Muliadin et al. (2018). Pelatihan yang dilakukan telah 

berkontribusi pada kemampuan aparatur desa dalam perencanaan pembangunan, pengarahan 

kepada bawahan atau masyarakat, dan pengambilan keputusan yang efektif. Meskipun telah ada 

beberapa pelatihan, kinerja perangkat desa masih perlu ditingkatkan. Hal ini menunjukkan 

kebutuhan untuk evaluasi yang lebih mendalam terhadap efektivitas pelatihan yang telah dilakukan, 

sebagaimana ditekankan oleh Kominfo (2020). Mereka menyarankan peningkatan kapasitas SDM 

desa melalui kegiatan pelatihan, pendampingan, dan literasi digital untuk mendukung prinsip 

pembangunan desa. 

 

d. Pelatihan dan Pengembangan Perangkat Desa dalam Meningkatkan Pelayanan Publik dan 

Memenuhi Kebutuhan Masyarakat Desa 

Dalam rangkaian wawancara yang dilakukan pada tanggal 29 Agustus 2023 untuk 

memahami pentingnya pelatihan dan pengembangan perangkat desa dalam meningkatkan 

pelayanan publik dan memenuhi kebutuhan masyarakat desa di Kecamatan Alasa Talumuzoi, 

peneliti berbicara dengan dua individu yang memberikan perspektif berbeda. 

 

Pertama, [#R5] menyatakan keyakinannya bahwa pelatihan dan pengembangan 

perangkat desa merupakan upaya penting dalam meningkatkan pelayanan publik 

dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Beliau menjelaskan bahwa pelatihan dan 

pengembangan ini membantu perangkat desa mengembangkan keterampilan dan 

pengetahuan yang diperlukan untuk mengelola dan memberikan pelayanan yang 

lebih baik. Menurutnya, pelatihan ini memungkinkan perangkat desa untuk 

mengotomatiskan beberapa tugas administratif dan proses pelaporan, yang pada 

gilirannya meningkatkan efisiensi operasional pemerintah desa dan menghemat 

waktu serta sumber daya. 

Di sisi lain, [#R10] mengungkapkan kekhawatiran terkait kurangnya informasi 

yang tersedia bagi warga desa mengenai program pelatihan dan pengembangan 

perangkat desa. Dia menyatakan bahwa ketiadaan informasi yang memadai 
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tentang program pelatihan dapat menyebabkan persepsi bahwa pelatihan yang 

diselenggarakan tidak bermutu dan tidak memberikan manfaat yang cukup bagi 

warga desa. Lebih lanjut, dikemukakan bahwa pelatihan yang kurang efektif dapat 

meningkatkan ketidakpuasan di kalangan warga, yang merasa tidak melihat 

hubungan yang jelas antara pelatihan dan pengembangan perangkat desa dengan 

peningkatan kualitas pelayanan publik atau pemenuhan kebutuhan mereka. 

 

Kedua perspektif ini menyoroti pentingnya pelatihan dan pengembangan perangkat desa 

dalam meningkatkan pelayanan publik, sekaligus menggarisbawahi kebutuhan untuk memastikan 

bahwa informasi tentang program-program tersebut disampaikan dengan efektif kepada 

masyarakat, agar mereka dapat memahami dan merasakan manfaat langsung dari upaya 

peningkatan kinerja perangkat desa. 

Kesimpulan dari wawancara ini menyoroti pentingnya pelatihan dan pengembangan bagi 

perangkat desa dalam meningkatkan kualitas layanan publik. Namun, terdapat kebutuhan yang jelas 

untuk peningkatan komunikasi dan penyampaian informasi kepada masyarakat tentang kegiatan 

dan manfaat dari program pelatihan tersebut. Hal ini penting untuk memastikan bahwa masyarakat 

memahami dan merasakan dampak positif dari upaya peningkatan kinerja perangkat desa dalam 

pelayanan publik. Keselarasan antara kegiatan pelatihan dan persepsi serta kebutuhan masyarakat 

merupakan aspek krusial dalam proses ini. 

Pelatihan dan pengembangan bagi perangkat desa esensial untuk meningkatkan kompetensi 

dan keterampilan mereka dalam melayani masyarakat. Menurut literatur di bidang administrasi 

publik, pelatihan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan (Berman et al., 2021). 

Pelatihan juga berkontribusi pada peningkatan inovasi dan penyesuaian terhadap perubahan 

kebutuhan masyarakat (Pynes, 2013). Efektifitas program pelatihan tergantung pada seberapa baik 

informasi tentang program ini dikomunikasikan kepada masyarakat. Komunikasi yang baik dapat 

membangun kepercayaan dan memastikan transparansi (Grindle, M. S. dalam Jayadiputera et al. 

(2023). 

Penyampaian informasi yang jelas dan terbuka kepada masyarakat tentang kegiatan dan 

manfaat pelatihan membantu masyarakat memahami dan merasakan dampaknya. Ini sejalan dengan 

teori komunikasi dalam administrasi publik yang menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat 

(Denhardt & Denhardt, 2015). Keselarasan antara kegiatan pelatihan dan kebutuhan masyarakat 

adalah kunci untuk mencapai hasil yang efektif. Hal ini menuntut pendekatan yang berpusat pada 

masyarakat, di mana aspirasi dan kebutuhan mereka menjadi dasar perencanaan dan pelaksanaan 

program pelatihan (Bovaird & Loeffler, 2023). Literatur di bidang pengembangan masyarakat dan 

administrasi publik menekankan pentingnya pendekatan partisipatif dalam merancang dan 

mengimplementasikan program pelatihan, memastikan bahwa mereka sesuai dengan konteks lokal 

dan spesifik kebutuhan masyarakat (Putnam, 2020). 

 

KESIMPULAN 

Pertama, terdapat kebutuhan mendesak untuk pelatihan dan pengembangan yang berkelanjutan 

bagi perangkat desa, terutama dalam meningkatkan keterampilan administratif, pengetahuan hukum, 

dan penggunaan teknologi informasi. Area pelatihan yang dibutuhkan mencakup berbagai aspek, mulai 

dari manajemen administratif hingga pengembangan masyarakat dan keterampilan komunikasi. Kedua, 

penelitian menunjukkan adanya keterbatasan sumber daya finansial dan tenaga kerja di desa, serta akses 

yang terbatas ke teknologi, yang menjadi hambatan dalam penyediaan layanan publik yang efektif dan 

efisien. Ketiga, terdapat kompleksitas dalam birokrasi di tingkat desa yang mempengaruhi efektivitas 

perangkat desa. Selain itu, penelitian juga menyoroti rendahnya partisipasi masyarakat dalam 

pembentukan peraturan desa dan kurangnya pemahaman hukum oleh beberapa perangkat desa. 

Terakhir, terdapat kebutuhan untuk meningkatkan komunikasi antara perangkat desa dan masyarakat 

untuk memastikan masyarakat memahami dan merasakan dampak dari upaya peningkatan kinerja 

perangkat desa. Kesimpulan ini menggarisbawahi perlunya pendekatan holistik dalam peningkatan 

pelayanan publik di desa yang mencakup pelatihan perangkat desa, peningkatan sumber daya, 

teknologi, serta keterlibatan dan komunikasi yang efektif dengan masyarakat. 
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KETERBATASAN PENELITIAN 

Penelitian ini menunjukkan beberapa keterbatasan signifikan. Pertama, ada kesulitan dalam 

mengakses data spesifik terkait dengan isu-isu kunci seperti keterbatasan sumber daya finansial dan 

tenaga kerja di desa, infrastruktur fisik, serta aspek komunikasi antara perangkat desa dan masyarakat. 

Kedua, penelitian belum sepenuhnya menggali dampak jangka panjang dari pelatihan dan 

pengembangan yang diberikan kepada perangkat desa, yang penting untuk menilai efektivitasnya dalam 

meningkatkan pelayanan publik. Ketiga, ada potensi bias dalam perspektif responden, yang bisa 

mempengaruhi objektivitas kesimpulan. Mengatasi keterbatasan ini dalam penelitian selanjutnya akan 

membantu dalam mengembangkan pemahaman yang lebih komprehensif dan aplikatif tentang cara 

meningkatkan pelayanan publik di desa. 

 

IMPLIKASI PENELITIAN 

1. Pengembangan program pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan lokal 

Program pelatihan untuk perangkat desa harus disesuaikan dengan kebutuhan dan konteks spesifik 

setiap desa. Ini melibatkan analisis mendalam tentang tantangan lokal, seperti keterbatasan sumber 

daya, akses terbatas ke teknologi, dan kebutuhan spesifik masyarakat desa. Program pelatihan yang 

efektif harus mencakup berbagai topik, mulai dari manajemen administratif, hukum, dan keuangan, 

hingga keterampilan komunikasi dan pengelolaan proyek. 

2. Peningkatan akses dan keterlibatan teknologi 

Mengingat pentingnya teknologi informasi dan komunikasi dalam mengatasi kesenjangan dan 

mempercepat pembangunan desa, desa perlu mengintegrasikan teknologi secara lebih luas dalam 

operasional mereka. Pelatihan dalam penggunaan teknologi ini perlu menjadi bagian penting dari 

program pengembangan kapasitas perangkat desa. 

3. Pemahaman dan implementasi prinsip tata kelola yang baik 

Pelatihan harus mencakup aspek tata kelola yang baik, termasuk transparansi, akuntabilitas, dan 

partisipasi masyarakat. Ini akan membantu meningkatkan kinerja perangkat desa dan membangun 

kepercayaan di kalangan masyarakat. 

4. Penguatan komunikasi dan informasi dengan masyarakat 

Efektivitas pelatihan tidak hanya terletak pada peningkatan keterampilan perangkat desa, tetapi juga 

dalam penyampaian informasi dan hasil pelatihan kepada masyarakat. Perangkat desa harus 

dilengkapi dengan keterampilan komunikasi yang baik untuk membangun dialog yang lebih efektif 

dengan masyarakat. 

5. Evaluasi dan penyesuaian berkelanjutan 

Pentingnya evaluasi berkelanjutan terhadap program pelatihan untuk memastikan bahwa mereka 

tetap relevan dan efektif. Hal ini termasuk penilaian kebutuhan yang berubah, umpan balik dari 

peserta pelatihan, dan penyesuaian program untuk memenuhi tantangan baru. 

6. Keterlibatan dan pemberdayaan masyarakat dalam proses pembangunan 

Masyarakat harus dilibatkan secara aktif dalam proses pembangunan dan pembentukan kebijakan 

di desa. Ini memungkinkan pelatihan dan strategi yang lebih berfokus pada masyarakat, sehingga 

meningkatkan efektivitas program pembangunan. 

7. Mendukung infrastruktur dan sumber daya yang memadai 

Pemerintah dan pihak terkait harus berinvestasi dalam infrastruktur dan sumber daya yang 

diperlukan untuk mendukung inisiatif pelatihan dan pembangunan di desa, termasuk akses yang 

lebih baik ke teknologi dan sumber daya keuangan. 

Implementasi dari implikasi-implikasi ini akan membutuhkan kerjasama antara perangkat desa, 

masyarakat, pemerintah lokal dan nasional, serta lembaga pembangunan, untuk menciptakan 

lingkungan yang kondusif bagi peningkatan kualitas pelayanan publik di desa. 
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